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Abstrak.  Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah  persepsi guru terkait  

perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 bagi guru dalam menjalankan tugas 

profesinya. Pelaksanaan K3  bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah Tujuan 

penelitian  untuk mengetahui persepsi guru terkait  perlindungan  K3 bagi guru dalam 

menjalankan tugas profesinya. Untuk mengetahui pelaksanaan K3 bagi guru dalam 

menjalankan tugas profesinya. Metode penelitian  adalah  deskriptif kualitatif. Lokasi  di 

Kabupaten Maros.  Teknik pengumpulan data adalah angket kepada guru SMPN/SMP Swasta   

dalam forum MGMP PPKn Kabupaten Maros. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan responden terkait dengan  aturan perlindungan K3 bagi guru dalam 

menjalankan tugas profesinya tergolong sedang.  Persepsi guru terkait dengan perlunya 

perlindungan K3 sangat baik dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan K3 di 

sekolah masih sangat terbatas  masih sebatas UKS. Oleh karena itu di sekolah sangat 

diperlukan adanya perlindungan K3 (termasuk alat  dan  rambu-rambu terkait dengan 

tindakan penyelamatan bagi guru jika terjadi musibah di sekolah.Perlindungan K3 bagi guru 

dalam menjalankan tugas profesinya diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, komite 

sekolah, dinas pendidikan, karena hal itu merupakan keharusan dan tanggungjawab  yang 

diamanhkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen. 

  

Kata Kunci:  Perlindungan K3 Bagi  Guru. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  

(UUD NRI Tahun 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum mengandung arti bahwa Indonesia harus 

menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat 

(1 ) UUD NKRI Tahun 1945  mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

diharapkan hukum.  Sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi 

hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna negara dalam melaksanakan 

tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

Kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2005.  dalam dunia pendidikan terkait dengan 

perlindungan bagi guru merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi  
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guru dalam menjalanakna tugasnya,  guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, oleh karena itu secara 

normatif guru dalam menjalankan tugasnya wajib mendapatkan perlindungan, hal itu 

secara tegas di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen mengamanatkan bahwa tenaga pendidik harus memiliki jaminan perlindungan 

hukum dalam melaksanakan  tugas keprofesionalannya.  Secara rinci lebih di atur 

dalam pasal 39 Undang-Undang 14 Tahun 2005 bahwa pemerintah daerah, 

masyarakat, organisasi profesi, dan atau dalam pendidikan wajib memberikan 

perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya, yang meliputi 

perlindungan hukum,  perlindungan profesi,  serta perlindungan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Sebelumnya pekerja guru sebagai pekerja profesi memiliki 

legitimasi yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Pengakuan status sosial guru sebagai pekerja profesi mulai menguak, sehingga 

nasib guru dan posisi guru mengalami perubahan.  Khususnya bila dilihat dari 

kebijakan pemerintah dengan adanya berbagai kebijakan yang ada, hal itu 

menggambarkan bahwa ada perubahan penilaian dari pemerintah terhadap guru.  

Demikian pula posisi guru sebagai pekerja profesional menjadi lebih kuat dengan 

menempatkan tenaga pendidik sebagai pekerja profesional menurut kriteria National 

Education Assosiation tentang ciri pekerja professional. (Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ) 

Pada hakikatnya guru untuk dapat mengembangkan profesinya secara 

profesionalnya yang inovatif diperlukan adanya dukungan konkrit oleh semua pihak 

sesuai Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 yaitu ; Guru berhak mendapat 

perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan 

keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi 

profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Dalam perkembangan zaman guru sebagai pekerja profesional  tak sedikit 

membawa harapan dan hujatan dan sanjungan dengan kalimat pahlawan tanpa tanda 

jasa, rendahnya mutu pendidikan juga dialamatkan pada rendahnya mutu guru. 

Bahkan dalam beberapa kasus, guru mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.   

Dalam kenyataan dibeberapa daerah belakangan ini kesehatan dan 

keselamatan kerja guru  dalam menjalanakan tugas profesinya kurang mendapat 

perhatian, hal itu akibat dari pemahaman yang keliru dari berbagai pihak yang 

beraggapan bahwa guru berbeda dengan pekerja pada perusahaan perusahaan, 

akibatnya satuan-satuan pendidikan kurang atau bahkan kurang memperhatikan 

kesehatan dan keselamatan kerja guru pada saat menjalankan tugas-tugas profesinya 

di sekolah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka 
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dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai Perlindungan 

Kesehatan dan Kesematan Kerja  bagi  guru di Kabupaten Maros. 

Kenyataan lain menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah kita masih miris,  

sekolah kita belum dibekali petunjuk petunjuk keselamatan kerja, belum tersedianya 

stiker-stiker  penunjuk jalan aman jikalu misalnya terjadi  gempa, belum  adanya  denah  

bangunan sekolah, jalur atau pintu daruratnya tidak jelas dan tidak adanya  himbauan-

himbauan  tentang Kesehatan dan Kesemalatan Kerja  saat berada di laboratorium IPA, 

Komputer dan sebagainya. 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui persepsi guru terkait dengan perlindungan K3 bagi guru dalam 

menjalankan tugas profesinya. Untuk mengetahui pelaksanaan K3 pada guru dalam 

menjalankan tugas profesinya. Sedangan manfaat Penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat secara teoritis dalam  perkembangan bidang pendidikan terutama pada 

hokum ketenagakerjaan dan bidan pendidikan dalam memberikan pemahaman secara 

konsep tentang perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. 

Manfaat Praktis diharapkan  sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan secara langsung sehingga dapat melihat, merasakan, 

dan menghayati kebijakan perlindungan hukum terhadap guru. Bagi guru sebagai 

sumber informasi mengenai kebijakan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah diskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu 

mengkaji substansi Undang-undang Guru dan dosen dan undang-undang  

ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan K3 bagi guru dengan perspektif 

hak asasi manusia. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi guru terkait dengan perlindungan K3 Bagi Guru dalam menjalankan 

tugas profesinya. 

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Hal itu diatur  dengan jelas dalam pasal 

39 bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam 

bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 41 Ayat 3 PP No 74 Tahun 2008 

di atur bahwa “Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan  dan kesehatan 

kerja dari satuan pendidikan  dan penyelenggara satuan pendidikan  terhadap resiko, 

gangguan dan keamanan kerja kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana 

alam, kesehatan dan/atau resiko lain. 
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Perlindungan keselamatan  dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan 

penyelenggara satuan pendidikan  terhadap resiko, gangguan dan keamanan kerja 

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan dan/atau 

resiko lain merupakan kewajiban bagi setiap satuan pendidikan untuk 

menyelenggarakan perlindungan tersebut.  

Pada dasarnya perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana 

dirinci di atas, tidak terbatas pada kapasitas sebagai guru, tetapi juga dalam statusnya 

sebagai warga negara, perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari negara 

terhadap warganya. Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari unsur negara hukum adalah 

adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya persamaan kedudukan di 

muka hukum. Hal ini secara rinci telah dirumuskan dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 

1945.Tidak hanya di lingkungan perusahaan saja, penerapan K3 sekolah di lingkungan 

instansi pendidikan juga sangat wajib dilakukan. Risiko kecelakaan dan ancaman 

kesehatan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga para siswa-siswi murid sekolah 

dasar hingga menengah. Kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat aktivitas 

pekerjaan sangat bisa dihindari sedini mungkin bila seluruh elemen sekolah 

memahami risiko dan bahaya yang bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. 

Kebanyakan, penerapan K3 sekolah dan pemahamannya terhadap siswa dan para guru 

masih sangat kurang. Kebanyakan hanya pengetahuan umum tentang K3 saja tanpa 

diberikan pemahaman-pemahaman esensial lainnya.  

Berkaitan dengan pengetahuan guru dalam menjalanakan tugasnya untuk 

mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, tampaknya belum 

dipahami dengan baik,. Berdasakan hasil penelitian diperoleh data yang menunjukkan 

bahwa guru secara umum belum mengetahui secara detail terkait dengan 

perlindungan yang harus diterima saat menajalankan tugas profesinya di sekolah. 

Berikut ini adalah data terkait dengan pengetahuan guru tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja di lingkungan sekolah. 

Tabel 1. Pengetahuan Respoden Tentang  Aturan UU Yang Mengatur Perlindungan K3 

Di Lingkungan Sekolah N=22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwnei absolut Frekwensi relatif 

1 Tahu 16 72,7 % 

2 Tidak tahu 6 27,3% 

Sumber ; Hasil olahan data 

Pengetahuan guru terkait dengan  perlindungan K3 dalam menjalankan tugas 

profesinya, informasi diperoleh dari berbagai pihak dan dapat dicermati pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2. Pengetahuan Respoden Tentang   Sumber Informasi Terkait Perlindungan K3 

Di Lingkungan Sekolah. N=22 

No Sumber Informasi Frekwensi 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Kepala sekolah 3 13,6 % 

2 Dinas Pendidikan 1 4,5 % 

3 Media 9 40,9% 

4 Membaca UU 7 31,8 % 

5 Tidak tahu 6 27,3 % 

Sumber ; Hasil olahan data 

Data di atas menunjukkan bahwa  terdapat 27,3% tidak tahu informasi 

mengenai perlindungan K3 di sekolah, dengan demikian perlindungan K3 di sekolah 

perlu disosialisasikan secara menyeluruh ke semua UPTD/Sekolah di Kabupaten Maros.  

Jika dicermati lebih lanjut bahwa  informasi perlindungan K3 di sekolah sekolah, 

terdapat sebagian responden pernah mendapatkan informasi sebagaimana  tampak 

pada tabel berikut : 

Tabel 3. Pernyataan  Respoden  Terkait Pernah Tidaknya Mendapat Informasi Yang 

Berkaitan Dengan Perlindungan K3 Pada Guru Dalam Menjalankan Tugas  

Profesinya. N=22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwensi 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Tahu 15 68,2 % 

2 Tidak tahu 7 31,8% 

Sumber ; Hasil olahan data. 

Namun demikian pemahaman guru terkait dengan perlindungan K3 di sekolah 

dalam melaksanakan tugas profesinya, dan beranggapan bahwa K3 sangat perlu untuk 

disiapkan di satuan pendidikan/di sekolah karena tidak tertutup kemungkinan terjadi 

kondisi atau keadaan diluar kemampuan manusia.  

Tabel 4. Pernyataan  Respoden  Terkait  Dengan Perlunya K3  Pada  Satuan  

Pendidikan/ Di Sekolah. N =  22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwensi 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Ya 21 95,5 % 

2 Tidak 1 4,5 % 

Sumber ; Hasil olahan data. 
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Perlindungan K3 pada guru di satuan-satuan pendidikan merupakan hal yang 

mutlak di siapkan karena secara konstitusional jelas dan tegas aturannya dalam UU 

Nomo 14 Tahun 2005. Tentang guru dan dosen. 

Selanjutnya responden menganggap bahwa dalam menjalankan tugas 

profesinya maka sangat dibutuhkan perlindunagan K3 sebagaimana dalam gambaran 

data pada tabel berikut. 

Tabel 5. Pernyataan  Respoden  Tentang Dibutuhkannya Perlindungan K3 Pada  

Satuan  Pendidikan/ Di Sekolah N=22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwensi 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Ya 22 100 % 

2 Tidak 0 0  % 

Sumber ; Hasil olahan data. 

Tujuan dilaksanakannya K3 ini adalah untuk mengedukasi warga sekolah 

tentang faktor risiko dan bahaya serta penyakit yang bisa timbul sebagai dampak dari 

aktivitas di sekolah. K3 di lingkungan sekolah ini juga dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan kompetensi siswa sebagai usaha dalam mencegah dan menangani 

bahaya atau penyakit yang bisa muncul. Terwujudnya sistem K3 yang baik di 

lingkungan sekolah, akan berdampak pada peningkatan konsentrasi belajar para siswa, 

keamanan beraktivitas, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan sekolah. Agar dapat 

terwujud dengan sempurna, sistem manajemen K3 di lingkungan sekolah harus bisa 

direncanakan dengan optimal. Fasilitas yang dapat digunakan oleh guru sebagai 

bagian bentuk perlindungan (K3) bagi guru pada saat menjalankan tugas mengajar.  

Akan tetapi pengetahuan responden dalam perlindungan K3 disekolah baru 

sebatas dengan UKS, karena secara umum K3  tersebut belum pernah dilakukan 

sosialisasi, baik secara pengetahuan maupun secara teknis. 

Tabel 6. Pernyataan  Respoden  Terkait  Dengan Fasilitas K3   Pada  Sekolah  Masing-

Masing    N= 22 

No Fasilitas K3 Frekwensi 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 UKS 16 72,7 % 

2 Tidak ada 4 18,2 % 

3 Tidak tahu 2 9,1 % 

Sumber ; Hasil olahan data. 

Pelaksanaan perlindungan  K3 Bagi Guru di UPTD/Sekolah  di Kabupaten Maros. 

Tidak hanya di lingkungan perusahaan saja, penerapan K3 sekolah di 

lingkungan instansi pendidikan juga sangat wajib dilakukan. Risiko kecelakaan dan 
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ancaman kesehatan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga para guru dan siswa-

siswi pada sekolah dasar hingga menengah. Kecelakaan dan penyakit yang 

ditimbulkan akibat aktivitas pekerjaan sangat bisa dihindari sedini mungkin bila 

seluruh elemen sekolah memahami risiko dan bahaya yang bisa saja terjadi di 

lingkungan sekolah. Kebanyakan penerapan K3 di sekolah dan pemahamannya 

terhadap siswa dan para guru masih sangat kurang. Kebanyakan hanya pengetahuan 

umum tentang K3 saja tanpa diberikan pemahaman-pemahaman esensial lainnya. 

Kesehatan dan keselamatn kerja para guru dan para siswa-siswi wajib diperhatikan 

oleh sekolah. Aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan siswa dan guru 

sebaiknya sangat diperhatikan agar dapat mengurangi risiko kecelakaan dan 

keselamatan kerja yang bisa saja terjadi. Maka dari itu, mengapa sebabnya penerapan 

K3 di sekolah sangat perlu dilakukan dengan tepat. 

Pada dasarnya pelaksanaan K3 pada UPTD/ di sekolah Kabupaten Maros, yang 

berkaitan dengan perlindungan K3 hanya dilakukan dengan memanfaatkan Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS), dengan kondisi fasilitas yang masih sangat terbatas, hal yang 

berkaitan dengan keselamatan kerja, nampaknya belum terlaksana dengan baik, 

berdasakan hasil observasi yang dilakukan, sebagian besar UPTD tidak menyiapkan 

atau tidak ada rambu-rambu yang dapat di ikuti oleh guru ketika terjadi suatu 

bencana, dan tidak adanya alat perlindungan yang dapat digunakan saat terjadi 

bencana.   

Keadaan fasilitas UKS  pada masing-masing UPTD. dapat dicermati pernyataan 

responden berkaitan keberadaan UKS di sekolah masing-masing.  

Tabel  7. Pernyataan  Respoden  Terkait Dengan  Fasilitas UKS Yang Ada Pada  Satuan 

Pendidikan Masing-Masing .N = 22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwnei absolut Frekwensi relatif 

1 Lengkap 16 72,7 % 

2 Tidak tahu 6 17, 3 % 

Sumber ; Hasil olahan data 

Seharusnya UKS yang ada pada satuan pendidikan (UPTD) tidak  hanya fasilitas 

yang harus disiapkan tetapi juga dengan tenaga medis yang terlatih dari guru dan 

peserta didik yang siap siaga dalam menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 

baik pada guru maupun pada peserta didik.  

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung disekolah, tidak tertutup 

kemungkinan bisa  terjadi musibah,  baik  kebakaran maupun gempa bumi atau 

musibah musibah lainnya sehingga dengan demikian perlindungan itu sangat perlu 

diadakan. 
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Berdasarkan data  yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh informasi 

bahwa responden pernah mengalami musibah di sekolah masing-masing dan 

mendapatkan perlindungan. Gambaran data dapat dicermat pada table berikut ini. 

Tabel  8. Pernyataan  Respoden  Terkait Dengan Pernah Tidaknya Ada Musibah Yang 

Terjadi Disekolah Saat Menjalankan Tugas Profesinya (Kebakaran, Gempa 

Bumi Dll) N =  22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwnei 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Perna terjadi 12 54,5 % 

2 Tidak pernah 11 50 % 

Sumber ; Hasil olahan data. 

Di dalam institusi pendidikan, pengetahuan seputar K3 sebetulnya sangat 

penting. Pihak sekolah tidak sepatutnya hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, tetapi 

harus memahaminya secara mendetail. Hal ini, seperti yang sudah disebutkan 

berulang kali di atas, untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan 

dalam aktivitas proses pembelajaran guru dalam menjalankan tugas profesinya di 

sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif 

dapat tercipta dengan baik. Oleh karena itu, pihak sekolah juga wajib memiliki tenaga 

profesional yang paham dan kompeten di bidang K3. Akan tetapi sebagian responden 

menganggap bahwa perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya 

tidak hanya tanggungjawab  sekolah, tetapi juga harus turut andil adalah komite 

sekolah. Pelaksanaan K3 di sekolah menjadi tanggungjawab bersama dinas 

pendidikan, sekolah dan komite sekolah, data menjunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap perlu keterlibatan komite sekolah, sebagaimana tampak 

pada tabel berikut ini. 

Tabel  9. Pernyataan  Respoden  Terkait Dengan Perlu Nya K3 Dibicarakan Dengan 

Komite Sekolah N =  22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwnei 

absolut 

Frekwensi relatif 

1 Perlu 22 100 % 

2 Tidak perlu 0 0 % 

Sumber ; Hasil olahan data. 

Selanjutnya responden menganggap bahwa seharusnya  ada tim dari 

kabupaten yang turun  memberikan petunjuk atau rambu-rambu dalam bentuk 

pelaksanaan perlindungan K3 bagi guru pada saat  menjalankan tugas profesinya, 

pernyaatan tersebut dapat dicermati pada table berikut ini. 
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Tabel  10. Pernyataan  Respoden Perlu Tidaknya Ada Tim K3 Dari Kabupaten  Terkait 

Dengan Pelaksanaan Perlindungan K3 Bagi Guru Dalam Menjalakankan 

Tugas Profesinya. N=22 

No Pernyataan 

responden 

Frekwnei absolut Frekwensi relatif 

1 Perlu 22 100,00 % 

2 Tidak perlu 0 0 % 

Sumber ; Hasil olahan data. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di 

simpulkan bebepa hal sebagai berikut :  

1. Pemahaman guru terkait dengan aturan dalam undang-undang guru dan dosen  

terkhusus pasal yang mengatur perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan 

tugas profesinya belum di pahami dengan secara menyeluruh.  

2. Pelaksanaan perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya di 

sekolah belum berjalan dengan baik.  Oleh karena itu perlindungan K3 bagi guru 

dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah diperlukan adanya kerjasama 

antara kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, karena hal itu merupakan 

keharusan dan tanggungjawab  yang diamanahkan dalam undang-undang. 
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